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ABSTRACT. This study analyses the implementation of social policy in education by focusing on
educational accessibility and inclusive education as complementary dimensions for achieving educational
equity in Indonesia. A qualitative library research approach was employed. Data were collected from
journal articles, academic books, and policy documents retrieved through Scopus, ScienceDirect, Google
Scholar, and Semantic Scholar, with ResearchGate used to access full text articles. Data were analysed
using content analysis supported by bibliometric mapping. The findings indicate that social policy functions
as a structural instrument for reducing educational inequality through educational accessibility and
inclusive education. However, implementation remains constrained by operational regulations,
infrastructure, teacher competence, and inclusive school culture. Bibliometric analysis reveals a shift from
normative to empirical studies emphasising learning practices, teachers’ roles, learners’ experiences, and
implementation barriers. This study contributes a conceptual synthesis integrating educational accessibility
and inclusive education within the framework of social policy implementation.

Keywords: Social policy, Policy implementation, Educational accessibility, Inclusive education, Educational
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan dengan
fokus pada aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua dimensi yang saling melengkapi
dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen
kebijakan yang ditelusuri melalui Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Semantic Scholar, sedangkan
ResearchGate digunakan untuk memperoleh artikel full text. Analisis data dilakukan menggunakan analisis
isi yang didukung pemetaan bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
sosial berperan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan, tetapi masih menghadapi kendala regulasi
operasional, infrastruktur, kompetensi guru, dan budaya sekolah yang inklusif. Penelitian ini menghasilkan
sintesis konseptual yang mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai kerangka
implementasi kebijakan sosial untuk mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial, Implementasi Kebijakan, Aksesibilitas Pendidikan, Pendidikan Inklusif,
Pemerataan Pendidikan.
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia sekaligus hak

dasar setiap warga negara yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya
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manusia, memperkuat daya saing bangsa, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan
sosial. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak hanya berfungsi
sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas
kapabilitas individu, meningkatkan mobilitas sosial, mengurangi ketimpangan sosial-
ekonomi, serta menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat. Oleh
karena itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab negara melalui kebijakan
yang menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, dan keadilan pendidikan bagi seluruh
warga negara (Chankseliani & McCowan, 2021; Madani, 2019; Michopoulou, 2025;
Mintarsih et al., 2022; Tawa, 2019; Ticona Machaca et al., 2025; Wirata, 2022).

Meskipun berbagai negara telah menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan mampu
meningkatkan mobilitas sosial antargenerasi dan memperkuat peluang memperoleh
pekerjaan yang lebih baik, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa pendidikan tidak
secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan maupun ketimpangan apabila masih
terdapat kesenjangan sosial, ekonomi, dan distribusi layanan pendidikan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh
tersedianya akses pendidikan, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan publik dalam
menjamin pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
(Brown & James, 2020; Leng, 2025; Li & Zhang, 2025; Mandahu, 2025; Valdivia-
Vizarreta et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk
menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai
regulasi di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses
pendidikan, meningkatkan mutu layanan, memperkuat pemerataan kesempatan belajar,
serta memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan
penyandang disabilitas. Berbagai kajian juga menegaskan bahwa penyelenggaraan
pendidikan merupakan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan
yang setara, inklusif, terjangkau, dan bermutu sebagai bagian dari implementasi kebijakan
sosial (Chairudin, 2023; Hafidati, 2020; Jung & Jung, 2022; Michopoulou, 2025; Mintarsih
et al., 2022; Wahyunengseh, 2011).

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi

berbagai tantangan yang memengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Ketimpangan
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akses antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik yang
belum merata, kapasitas sekolah yang berbeda, serta kondisi social ekonomi masyarakat
masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Karakteristik
Indonesia sebagai negara kepulauan juga menyebabkan distribusi layanan pendidikan
belum sepenuhnya merata sehingga kualitas pendidikan di sejumlah wilayah tertinggal
masih berada di bawah wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan
utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi
kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan ((K. Anwar, 2022; Bangkara et
al., 2022; Hafidati, 2020; Luthfi et al., 2025; Nur Asyikin et al., 2025; R Madhakomala et
al., 2025; Todapa, 2024; Widiastuti, 2025).

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut semakin terlihat pada upaya mewujudkan
aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
kesenjangan akses pendidikan masih terjadi terutama di wilayah pedesaan dan daerah
tertinggal, sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan
kompetensi guru, kurangnya guru pendamping khusus, minimnya sarana pendukung,
keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya implementasi kurikulum yang mampu
mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Di beberapa daerah, seperti
Kabupaten Wonosobo, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), faktor ekonomi,
kondisi  geografis, serta lemahnya kapasitas pemerintah  daerah  dalam
mengimplementasikan kebijakan pendidikan semakin memperlihatkan bahwa pemerataan
pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan
pendidikan yang telah tersedia masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi
agar tujuan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan secara lebih efektif (Adiwidjaja et
al., 2024; K. Anwar, 2022; Ediyanto et al., 2024; Genovesi et al., 2024; Hafidati, 2020;
Ibourk & Raoui, 2024; Marsetyo & Nurhadi, 2021; Muhamad & Rajab, 2025; Nurjannah et
al., 2023; Salehuddin et al., 2023; Syam & Fuadi, 2023).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses
pendidikan dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif, berbagai penelitian
menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan
pemerataan pendidikan. Kebijakan pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam
menjamin hak memperoleh pendidikan, meningkatkan akses layanan, serta memperkuat

kualitas pendidikan nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi
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oleh berbagai faktor, seperti kapasitas kelembagaan, kesiapan satuan pendidikan,
ketersediaan ~ sumber daya, serta kemampuan pemerintah  daerah  dalam
mengimplementasikan kebijakan secara konsisten di berbagai wilayah. Kondisi ini
menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh
kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat pelaksana (K.
Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Tawa, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas
pendidikan dan pendidikan inklusif masih menghadapi beragam kendala. Kajian mengenai
aksesibilitas pendidikan umumnya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan, perluasan
kesempatan belajar, penyediaan fasilitas, dan pengurangan hambatan bagi kelompok
tertentu. Di sisi lain, penelitian mengenai pendidikan inklusif lebih banyak menitikberatkan
pada kompetensi guru, budaya sekolah, kurikulum, fasilitas pendukung, serta pengalaman
peserta didik berkebutuhan khusus. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa
tantangan implementasi masih meliputi keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, budaya
sekolah, serta kesenjangan pelaksanaan kebijakan pada tingkat satuan pendidikan (K.
Anwar, 2022; Chairudin, 2023; Khoirin Nisa’ et al., 2024; Rini & Azizah, 2024;
Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023; Tawa, 2019).

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian
mengenai aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif masih berkembang secara
terpisah. Penelitian mengenai aksesibilitas pendidikan lebih menekankan pada aspek
pemerataan akses dan pemenuhan hak pendidikan, sedangkan penelitian pendidikan
inklusif lebih berorientasi pada proses pembelajaran, layanan bagi peserta didik
berkebutuhan khusus, serta kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif.
Akibatnya, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam
perspektif implementasi kebijakan sosial sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan
bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan dalam mewujudkan pemerataan
pendidikan yang berkeadilan. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa hubungan
antara kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan, dan pendidikan inklusif masih
memerlukan kajian yang lebih komprehensif (K. Anwar, 2022; Khoirin Nisa’ et al., 2024;
Rini & Azizah, 2024; Salehuddin et al., 2023).

Hasil analisis bibliometrik menggunakan Dimensions.ai dan VOSviewer semakin

memperkuat adanya kesenjangan penelitian tersebut. Analisis menunjukkan bahwa
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publikasi mengenai pendidikan inklusif di Indonesia terus meningkat, namun tema
penelitian masih didominasi oleh kebutuhan peserta didik, guru, sekolah inklusif,
kurikulum, fasilitas, infrastruktur, serta implementasi kebijakan pemerintah. Sementara itu,
kajian yang mengintegrasikan implementasi kebijakan sosial dengan aksesibilitas
pendidikan dan pendidikan inklusif dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas.
Temuan ini menunjukkan bahwa masih tersedia ruang pengembangan konseptual untuk
menjelaskan implementasi kebijakan pendidikan secara lebih komprehensif dalam
mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia (Dianastiti et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena berbagai
kebijakan pendidikan yang telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya mampu
mengatasi kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan layanan antarwilayah, serta
berbagai kendala dalam implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan
kajian yang tidak hanya mendeskripsikan aksesibilitas pendidikan maupun pendidikan
inklusif secara terpisah, tetapi juga menjelaskan keterkaitan keduanya dalam perspektif
implementasi kebijakan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan dasar
konseptual bagi penguatan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif,
responsif, dan berorientasi pada pemerataan pendidikan (K. Anwar, 2022; Chairudin, 2023;
Hafidati, 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis konseptual yang
mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif sebagai dua instrumen
utama implementasi kebijakan sosial dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Berbeda
dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara
parsial, penelitian ini memosisikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif
sebagai komponen yang saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan
sosial, pemenuhan hak pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Integrasi tersebut
menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk mendukung
pengembangan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (K. Anwar, 2022;
Dianastiti et al., 2024; Khoirin Nisa’ et al., 2024).

Berdasarkan fenomena ketimpangan akses pendidikan, berbagai kendala dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta belum optimalnya implementasi kebijakan
pendidikan di berbagai daerah, diperlukan suatu kajian yang mampu menjelaskan

bagaimana kebijakan sosial di bidang pendidikan diimplementasikan dalam mewujudkan
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pemerataan pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena permasalahan pendidikan di
Indonesia tidak lagi terletak pada terbatasnya regulasi, melainkan pada efektivitas
implementasi kebijakan dalam menjamin akses pendidikan yang setara, layanan
pendidikan yang inklusif, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap
pengembangan implementasi kebijakan sosial sekaligus menjadi dasar akademik bagi
perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan (K. Anwar,
2022; Chairudin, 2023; Hafidati, 2020).

Berangkat dari kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan
sintesis konseptual yang mengintegrasikan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif
ke dalam perspektif implementasi kebijakan sosial sebagai satu kesatuan analisis. Berbeda
dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kedua aspek tersebut secara
terpisah, penelitian ini menempatkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif
sebagai dua dimensi yang saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana implementasi
kebijakan sosial berkontribusi terhadap terwujudnya pemerataan pendidikan di Indonesia.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan
pendidikan sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan
hubungan antara kebijakan sosial, pemenuhan hak pendidikan, dan pemerataan pendidikan
(K. Anwar, 2022; Dianastiti et al., 2024; Khoirin Nisa’ et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui kajian mengenai aksesibilitas pendidikan
dan pendidikan inklusif sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan
pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan keterkaitan antara
implementasi kebijakan sosial, pemenuhan hak atas pendidikan, dan penyelenggaraan
pendidikan inklusif sebagai dasar konseptual bagi penguatan implementasi kebijakan

pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui

analisis berbagai konsep, kebijakan, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan.
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Penelitian berlandaskan paradigma postpositivisme yang menempatkan peneliti sebagai
instrumen utama dalam menginterpretasikan berbagai sumber data secara sistematis, kritis,
dan kontekstual (Sugiyono, 2022).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, buku
akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai
literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan,
dan pendidikan inklusif. Artikel ilmiah diperoleh melalui basis data Scopus dan
ScienceDirect, serta mesin pencari akademik Google Scholar dan Semantic Scholar.
ResearchGate dimanfaatkan sebagai sumber tambahan untuk memperoleh naskah lengkap
(full text) dari artikel yang relevan. Literatur dibatasi pada publikasi tahun 2019-2025
untuk menggambarkan perkembangan kajian mutakhir mengenai implementasi kebijakan
sosial di bidang pendidikan.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu social policy, education policy,
educational accessibility, inclusive education, educational equity, kebijakan sosial,
kebijakan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, dan pendidikan inklusif. Seluruh hasil
penelusuran diseleksi berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, rentang tahun
publikasi, ketersediaan naskah lengkap (fu/l text), serta kesesuaian dengan fokus penelitian.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelusuran awal
memperoleh 50 artikel yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses seleksi berdasarkan
kesesuaian topik, ketersediaan full text, keterkaitan dengan fokus penelitian, serta
penghapusan artikel yang memiliki substansi serupa atau tidak membahas implementasi
kebijakan sosial di bidang pendidikan. Berdasarkan proses tersebut, 30 artikel memenuhi
kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis. Selain artikel ilmiah
tersebut, penelitian ini juga menggunakan buku akademik, regulasi pemerintah, dan

dokumen kebijakan sebagai referensi pendukung dalam menyusun sintesis konseptual.

Tabel 1. Kriteria Seleksi Literatur

Aspek Kfriteria Inklusi Kriteria Eksklusi
Jenis Artikel ilmiah pada jurnal nasional dan Prosiding, editorial,
publikasi  internasional berita, opini, dan

dokumen non-ilmiah
Topik Implementasi kebijakan sosial, kebijakan Artikel yang tidak

pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pendidikan berkaitan langsung

JITERA JOURNAL © 2026 is licensed under CC BY-SA 4.0 peg. 330



https://doi.org/10.69673/2t5y2389
https://journal.jitera.ac.id/index.php/jitera
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1

A\ JOURNAL IN TEACHING AND EDUCATION AREA

[ | 1Y Vol.3, No.2, Tahun 2026 | 324-349
=1 eISSN :3047-7034 | doi: https://doi.org/10.69673/2t5y2389

inklusif, dan pemerataan pendidikan

dengan fokus penelitian

Tahun 2019-2025

Terbit sebelum tahun

publikasi 2019

Sumber Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Publikasi yang tidak

data Semantic Scholar, dan ResearchGate dapat diakses secara
lengkap (full text)

Kualitas  Artikel yang memiliki relevansi konseptual Artikel duplikat atau

artikel dengan tujuan penelitian

memiliki substansi yang
sama

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, penyaringan, dan

penilaian kelayakan artikel. Tahap identifikasi menghasilkan 50 artikel yang diperoleh

dari berbagai basis data ilmiah. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan kesesuaian

topik, rentang tahun publikasi, ketersediaan naskah lengkap (full text), serta relevansi

terhadap fokus penelitian. Setelah proses seleksi selesai, 30 artikel memenuhi seluruh

kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis.

Diagram 1. Alur Seleksi Literatur

Identifikasi Literatur
(n = 50 artikel)

!

Penyaringan Literatur

* Tahun publikasi 2019-2025

¢ Full text tersedia

* Relevan dengan topik penelitian

!

Artikel yang Dikeluarkan
* Tidak relevan

* Duplikat

* Tidak tersedia full text

(n = 20 artikel)

Artikel yang Memenuhi Kriteria

(n = 30 artikel)

!

Analisis Content Analysis

+

Analisis Bibliometrik
(VOSviewer-Dimensions.ai)
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Sebagai penguatan analisis, penelitian ini juga memanfaatkan kajian bibliometrik
menggunakan metadata dari Dimensions.ai yang divisualisasikan melalui aplikasi
VOSviewer. Analisis bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan tren
penelitian, hubungan antartopik (network visualization), perkembangan tema penelitian
(overlay visualization), serta kepadatan tema (density visualization). Hasil analisis
bibliometrik tidak dijadikan sebagai sumber data utama penelitian, melainkan sebagai data
pendukung untuk memperkuat interpretasi hasil /library research mengenai aksesibilitas
pendidikan dan pendidikan inklusif di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis. Tahap analisis meliputi: (1)
membaca secara menyeluruh seluruh literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi; (2)
melakukan reduksi data dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus
penelitian; (3) melakukan pengkodean (coding) dan mengelompokkan temuan ke dalam
tema-tema utama yang meliputi implementasi kebijakan sosial, aksesibilitas pendidikan,
pendidikan inklusif, dan pemerataan pendidikan; (4) melakukan sintesis serta interpretasi
terhadap hasil penelitian terdahulu dengan membandingkan persamaan, perbedaan, dan
kecenderungan temuan; serta (5) menarik kesimpulan untuk menyusun sintesis konseptual
mengenai implementasi kebijakan sosial di bidang pendidikan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang
berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan
yang relevan. Selain itu, interpretasi dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan
berbagai konsep dan temuan penelitian sehingga menghasilkan sintesis yang konsisten,

logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2022).

HASIL

Konsep Kebijakan Sosial Dalam Pendidikan
Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa konsep kebijakan sosial dalam pendidikan terdiri
atas dua konsep utama, yaitu kebijakan dan sosial, yang saling terintegrasi dalam
penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan dipahami sebagai prinsip, arah tindakan,
keputusan, strategi, dan program yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan
tertentu melalui proses pengambilan keputusan yang terencana. Dalam konteks pendidikan,

kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya,
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pelaksanaan program, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan (Tintingon et al., 2023;
Wirata, 2022).
Kajian juga menunjukkan bahwa konsep sosial memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi
berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum,
budaya, dan pelayanan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan sosial
diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang berkualitas. Pada sektor pendidikan, kebijakan sosial berfungsi
menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta
perlindungan terhadap kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang setara
(Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).
Hasil sintesis literatur memperlihatkan adanya perkembangan konsep kebijakan sosial
dalam pendidikan. Perkembangan tersebut ditandai dengan pergeseran orientasi dari
pendekatan yang menitikberatkan pada administrasi pemerintahan menuju pendekatan
yang lebih menekankan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem
pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan. Pergeseran tersebut menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan
pendidikan, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial melalui pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan (K. Anwar, 2022; Wahyunengseh, 2011; Wirata,
2022).

Tabel 2. Sintesis Hasil Penelitian Konsep Kebijakan Sosial dalam Pendidikan

Aspek Temuan Hasil Penelitian Sumber
Konsep Kebijakan merupakan prinsip, keputusan, Wirata (2022); Tintingon
kebijakan strategi, dan program yang menjadi et al. (2023)

pedoman dalam mencapai tujuan
pembangunan.

Konsep social Kebijakan sosial mencakup berbagai Wahyunengseh (2011);
sektor pelayanan publik untuk Wirata (2022)
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sosial ~ Berfungsi menjamin pemerataan akses, Wahyunengseh (2011);

dalam peningkatan mutu pendidikan, dan Wirata (2022)

pendidikan perlindungan kelompok rentan.

Perkembangan Bergeser dari pendekatan administratif M. S. Anwar (2022);

konsep menuju pendidikan yang inklusif, Wahyunengseh (2011);
aksesibel, dan berkeadilan. Wirata (2022)
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Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Aksesibilitas Pendidikan
Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan merupakan salah satu
bentuk implementasi kebijakan sosial yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap
warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan secara setara tanpa diskriminasi.
Dalam perspektif kebijakan sosial, aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai kemudahan
memasuki lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai dukungan yang
memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh
kesempatan belajar yang sama. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi instrumen penting
dalam mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial
melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (Rengganis &
Purbaningrum, 2024; Wirata, 2022).
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan memiliki landasan
hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas serta berbagai regulasi turunannya. Regulasi tersebut memberikan jaminan
terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap fasilitas
pendidikan, akomodasi yang layak, serta kesempatan yang sama dalam memperoleh
layanan pendidikan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan sosial telah memiliki dasar normatif yang memadai dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif (Syamsiyah & Rizal, 2023).
Meskipun demikian, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi regulasi
belum sepenuhnya berjalan optimal pada tingkat satuan pendidikan. Berbagai penelitian
mengidentifikasi masih adanya keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, pelayanan
akademik yang adaptif, sistem pendukung pembelajaran, serta kesiapan kelembagaan
dalam memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi
operasional di lapangan (Syamsiyah & Rizal, 2023).
Kajian pustaka juga mengidentifikasi tiga dimensi utama aksesibilitas pendidikan. Dimensi
pertama adalah aspek regulasi yang mencakup kebijakan, standar pelayanan, dan
perlindungan hak penyandang disabilitas. Dimensi kedua meliputi penyediaan sarana,
prasarana, teknologi, informasi, dan komunikasi yang mendukung proses pembelajaran.

Dimensi ketiga berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga
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pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang menghargai
keberagaman peserta didik (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi aksesibilitas pendidikan
masih menunjukkan variasi antarlembaga pendidikan. Sebagian sekolah dan perguruan
tinggi telah menyediakan fasilitas sesuai amanat regulasi, namun sebagian lainnya masih
menghadapi keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta kesiapan kelembagaan. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan
dalam implementasi kebijakan sosial di Indonesia ( K. Anwar, 2022, 2022 Syamsiyah &
Rizal).

Tabel 3. Sintesis Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Sosial melalui Aksesibilitas

Pendidikan

Dimensi Temuan Penelitian Referensi

Regulasi Landasan hukum aksesibilitas pendidikan telah Syamsiyah & Rizal
tersedia melalui UU No. 8§ Tahun 2016 dan (2023)
regulasi pendukung.

Infrastruktur Penyediaan fasilitas ramah disabilitas mulai Syamsiyah & Rizal

berkembang, tetapi belum merata. (2023)
Teknologi dan Dukungan teknologi, informasi, dan pelayanan Syamsiyah & Rizal
layanan akademik menjadi bagian penting aksesibilitas. (2023)
SDM Kompetensi tenaga pendidik berperan dalam Syamsiyah & Rizal
keberhasilan implementasi aksesibilitas. (2023)
Implementasi Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan M. S. Anwar (2022);
pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Syamsiyah & Rizal
(2023)

Tabel 4. Kendala Implementasi Aksesibilitas Pendidikan

Aspek Temuan

Regulatif Implementasi kebijakan belum sepenuhnya operasional di seluruh satuan
pendidikan.

Infrastruktur Fasilitas ramah disabilitas belum tersedia secara merata.

Pelayanan Layanan akademik adaptif masih terbatas.

Kelembagaan Kesiapan institusi pendidikan masih beragam.

SDM Kompetensi tenaga pendidik belum merata.

Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Pendidikan Inklusif
Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan implementasi
kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan melalui

pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan
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kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Dalam
perspektif kebijakan sosial, pendidikan inklusif menjadi instrumen strategis untuk
menjamin pemenuhan hak pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang menghargai
keberagaman (Chairudin, 2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang
mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain melalui Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2020. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan
pendidikan inklusif melalui penyediaan guru, kurikulum, layanan pendampingan, serta
pengembangan sekolah inklusif sebagai bagian dari implementasi kebijakan sosial (Justin
Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Salehuddin
et al., 2023).

Meskipun demikian, sintesis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa implementasi
pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi
keterbatasan kompetensi guru, belum optimalnya modifikasi kurikulum, kurangnya guru
pendamping khusus, serta belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung
bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi pada tingkat satuan
pendidikan (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo,
2023; Nurjannah et al., 2023).

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai pendidikan inklusif di
Indonesia mengalami  perkembangan yang signifikan. Network visualization
memperlihatkan keterhubungan yang kuat antara kata kunci inclusive school, teacher,
children, special needs, education, methods, dan obstacles. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa fokus penelitian berkembang dari pembahasan konseptual menuju implementasi
pembelajaran, kesiapan guru, strategi pedagogis, dan berbagai hambatan dalam
pelaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis overlay visualization menunjukkan bahwa kata kunci participants, disability,
effects, dan obstacles merupakan tema yang relatif baru dibandingkan policy, government,
dan concept. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus penelitian dari kajian

normatif menuju kajian empiris yang menekankan pengalaman peserta didik, efektivitas
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pembelajaran, interaksi sosial, dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif (Rini &
Azizah, 2024).

Selain itu, hasil bibliometrik memperlihatkan bahwa kata kunci teacher, inclusive school,
methods, dan children memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi. Temuan ini
menunjukkan bahwa guru menjadi aktor utama dalam implementasi pendidikan inklusif,
baik sebagai fasilitator pembelajaran maupun sebagai agen perubahan dalam membangun
lingkungan belajar yang menghargai keberagaman peserta didik (Justin Niaga Siman
Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Salehuddin et al., 2023).
Hasil kajian pustaka juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif
dipengaruhi oleh terbentuknya budaya sekolah yang inklusif (culture of inclusion).
Kepemimpinan sekolah, kolaborasi antarguru, keterlibatan orang tua, supervisi, serta
penerapan Positive Behaviour Support menjadi faktor yang mendukung keberhasilan
implementasi pendidikan inklusif. Sebaliknya, berbagai penelitian masih menemukan
hambatan berupa stigma sosial, diskriminasi, isolasi sosial, dan perundungan terhadap
peserta didik berkebutuhan khusus (Khoirin Nisa’ et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial
melalui pendidikan inklusif telah berkembang dari sisi regulasi, namun masih menghadapi
tantangan pada aspek operasional, pedagogis, kelembagaan, dan budaya sekolah. Sintesis
literatur dan analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas
implementasi memerlukan penguatan kompetensi guru, adaptasi kurikulum, penyediaan
layanan yang aksesibel, serta pengembangan budaya sekolah yang inklusif (Chairudin,

2023; Salehuddin et al., 2023; Wahyunengseh, 2011).

Tabel 5. Sintesis Hasil Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif

Aspek Temuan Penelitian Referensi

Regulasi Indonesia memiliki landasan hukum yang  Justin Niaga Siman Juntak et
kuat dalam penyelenggaraan pendidikan al. (2023); Salehuddin et al.
inklusif. (2023)

Guru Kompetensi guru menjadi faktor utama Salehuddin et al. (2023)
keberhasilan implementasi.

Kurikulum Modifikasi kurikulum belum optimal. Nurjannah et al. (2023)

Sarana dan Penyediaan fasilitas pendukung belum Justin Niaga Siman Juntak et

prasarana  merata. al. (2023)

Budaya Culture of inclusion mendukung Khoirin Nisa' et al. (2024)

sekolah keberhasilan implementasi.

Hambatan  Masih terdapat stigma sosial, diskriminasi,  Rini & Azizah (2024)
isolasi sosial, dan perundungan.
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Tabel 6. Sintesis Hasil Analisis Bibliometrik Pendidikan Inklusif di Indonesia

Analisis Temuan

Network Kata kunci inclusive school, teacher, children, special needs, methods,
visualization dan obstacles memiliki keterhubungan yang kuat.

Overlay Terjadi pergeseran penelitian dari tema policy menuju participants,
visualization disability, effects, dan obstacles.

Tren Fokus penelitian bergeser dari kajian normatif menuju kajian empiris
penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif.

Implikasi Penelitian terkini lebih menekankan praktik pembelajaran, pengalaman

peserta didik, kompetensi guru, dan hambatan implementasi.

Sintesis Implementasi Kebijakan Sosial dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan
Hasil sintesis kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam
pendidikan di Indonesia dibangun melalui dua dimensi utama, yaitu aksesibilitas
pendidikan dan pendidikan inklusif. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam
mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Aksesibilitas pendidikan
berorientasi pada pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan
pendidikan melalui penyediaan regulasi, sarana prasarana, layanan pendukung, serta
kemudahan akses terhadap pendidikan. Sementara itu, pendidikan inklusif menekankan
penerimaan terhadap keberagaman peserta didik melalui penyelenggaraan pembelajaran
yang adaptif, lingkungan belajar yang inklusif, serta penguatan budaya sekolah yang
menghargai perbedaan (Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023; Wirata, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya
manusia, dukungan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya
organisasi sekolah. Berbagai penelitian yang dianalisis memperlihatkan bahwa kelemahan
pada salah satu aspek tersebut akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan
dalam mewujudkan pemerataan pendidikan (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi,
Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Khoirin Nisa’ et al., 2024; Nurjannah et al., 2023).
Selain itu, hasil analisis bibliometrik menunjukkan adanya perubahan arah penelitian
mengenai kebijakan sosial dalam pendidikan. Kajian yang sebelumnya lebih banyak
berfokus pada aspek normatif kini berkembang menuju penelitian empiris yang
menekankan implementasi kebijakan, praktik pembelajaran, pengalaman peserta didik,
kompetensi guru, serta berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial semakin dipahami
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sebagai proses multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, pedagogi, budaya
sekolah, dan tata kelola pendidikan secara terpadu (Rini & Azizah, 2024).

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sosial dalam mewujudkan pemerataan pendidikan memerlukan integrasi antara
aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dukungan
kelembagaan, dan budaya sekolah. Integrasi tersebut menjadi dasar konseptual dalam
membangun sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia
(Chairudin, 2023; Salehuddin et al., 2023; Wahyunengseh, 2011).

Tabel 7. Sintesis Implementasi Kebijakan Sosial dalam Pemerataan Pendidikan di

Indonesia
Dimensi Temuan Penelitian Analisis Sintesis Referensi
Aksesibilitas Menjamin hak Menjadi dasar Syamsiyah & Rizal
Pendidikan  memperoleh layanan pemerataan (2023); Wirata
pendidikan melalui  kesempatan belajar (2022)
regulasi, fasilitas, dan bagi seluruh warga
layanan pendukung. negara.

Pendidikan Mengembangkan sistem Memastikan ~ seluruh Salehuddin et al
Inklusif pembelajaran yang peserta didik (2023); Chairudin
menerima  keberagaman memperoleh layanan (2023)

peserta didik. pendidikan tanpa
diskriminasi.
Kompetensi Guru berperan dalam Menentukan efektivitas Justin Niaga Siman
Guru pelaksanaan pembelajaran implementasi Juntak et al. (2023);
yang adaptif dan inklusif.  kebijakan sosial di Salehuddin et al.
sekolah. (2023)
Budaya Budaya sekolah yang Memperkuat Khoirin Nisa' et al.
Sekolah inklusif mendukung penerimaan  terhadap (2024)
keberhasilan implementasi keberagaman dan
pendidikan inklusif. meningkatkan
partisipasi peserta
didik.
Pemerataan Implementasi kebijakan Pemerataan pendidikan Wahyunengseh
Pendidikan sosial diarahkan pada dicapai melalui  (2011); Wirata
terciptanya  pendidikan integrasi seluruh  (2022); M. S. Anwar
yang adil dan setara. dimensi implementasi (2022)

kebijakan sosial.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan Wahyunengseh (2011); M. S. Anwar (2022);
Wirata (2022); Syamsiyah & Rizal (2023); Chairudin (2023); Justin Niaga Siman Juntak et
al. (2023); Salehuddin et al. (2023); Nurjannah et al. (2023); Khoirin Nisa' et al. (2024);
dan Rini & Azizah (2024).
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PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Sosial Sebagai Landasan Implementasi Pendidikan Yang
Berkeadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial dalam pendidikan mengalami
perkembangan konseptual yang signifikan. Pergeseran dari pendekatan administratif
menuju pendekatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan semakin
diposisikan sebagai instrumen pembangunan sosial yang bertujuan mengurangi
ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini
mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lagi hanya diukur dari
tersusunnya regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam menciptakan
layanan pendidikan yang adil dan merata (K. Anwar, 2022; Wahyunengseh, 2011; Wirata,
2022).

Dalam perspektif implementasi kebijakan, hasil sintesis ini memperlihatkan bahwa
pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari kebijakan sosial yang menjamin
pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial harus
dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan aspek regulasi, tata kelola, pelayanan
publik, dan pemerataan akses pendidikan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan
ketimpangan pendidikan di Indonesia (Tintingon et al., 2023; Wahyunengseh, 2011;
Wirata, 2022).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kebijakan sosial menjadi fondasi
bagi implementasi aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Kedua aspek tersebut
merupakan bentuk konkret pelaksanaan kebijakan sosial dalam mewujudkan sistem
pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh

peserta didik tanpa diskriminasi ( K. Anwar, 2022; Wirata, 2022).

Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Aksesibilitas Pendidikan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan merupakan implementasi

nyata kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan pemerataan pendidikan. Temuan ini
memperlihatkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas
fisik, tetapi juga mencakup jaminan terhadap hak pendidikan, penyediaan layanan
akademik, dukungan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan
demikian, aksesibilitas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem pendidikan

yang inklusif dan berkeadilan (Rengganis & Purbaningrum, 2024; Wirata, 2022)
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Meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat, hasil penelitian
menunjukkan bahwa efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kesiapan
kelembagaan dan kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi
praktik layanan pendidikan. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi menunjukkan
bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup diukur dari keberadaan aturan, tetapi
harus dilihat dari kemampuan sistem pendidikan menyediakan layanan yang benar-benar
dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi (Syamsiyah & Rizal, 2023).

Temuan mengenai tiga dimensi aksesibilitas regulasi, infrastruktur, dan sumber daya
manusia menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan
efektivitas implementasi kebijakan sosial. Kelemahan pada salah satu dimensi akan
memengaruhi  kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu,
implementasi kebijakan sosial memerlukan integrasi antara penguatan regulasi, penyediaan
fasilitas yang memadai, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar tujuan
pemerataan pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan ( K. Anwar, 2022; Syamsiyah

& Rizal, 2023; Wirata, 2022).

Implementasi Kebijakan Sosial Melalui Pendidikan Inklusif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk implementasi

kebijakan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga
pada penciptaan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta
didik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak cukup diukur
dari keberadaan regulasi, melainkan dari kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan
kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan (Chairudin, 2023;
Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Analisis bibliometrik memperlihatkan adanya perubahan orientasi penelitian dari kajian
normatif menuju kajian empiris. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perhatian akademik
saat ini lebih difokuskan pada efektivitas implementasi, pengalaman peserta didik, strategi
pembelajaran, serta berbagai hambatan yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan
pendidikan inklusif. Dengan demikian, kualitas implementasi menjadi indikator utama
keberhasilan kebijakan sosial di bidang pendidikan (Rini & Azizah, 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi guru merupakan faktor yang
paling menentukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Guru berperan sebagai

fasilitator pembelajaran, mediator sosial, sekaligus agen perubahan yang membangun
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lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Oleh karena itu, peningkatan
kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan pedagogi inklusif, serta
penguatan kemampuan adaptasi kurikulum menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan sosial (Nurjannah et al., 2023; Salehuddin et al., 2023).
Selain kompetensi guru, budaya sekolah menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dari
keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Budaya sekolah yang mendukung
kolaborasi, kepemimpinan inklusif, keterlibatan orang tua, dan penghargaan terhadap
keberagaman akan memperkuat efektivitas kebijakan sosial dalam menciptakan lingkungan
belajar yang aman, partisipatif, dan bebas diskriminasi. Oleh karena itu, implementasi
kebijakan sosial memerlukan pendekatan yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan
regulasi, pedagogi, budaya organisasi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan

(Khoirin Nisa’ et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).

Integrasi Aksesibilitas dan Pendidikan Inklusif sebagai Implementasi Kebijakan Sosial
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan

tidak dapat dipahami sebagai pelaksanaan regulasi semata, tetapi merupakan proses yang
melibatkan keterpaduan antara kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, budaya
sekolah, dan praktik pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas
pendidikan dan pendidikan inklusif merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam
mewujudkan pemerataan pendidikan. Aksesibilitas memastikan terbukanya kesempatan
memperoleh layanan pendidikan, sedangkan pendidikan inklusif menjamin bahwa layanan
tersebut dapat diikuti secara bermakna oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi
(Salehuddin et al., 2023; Syamsiyah & Rizal, 2023).

Sintesis literatur dan analisis bibliometrik juga memperlihatkan adanya perubahan
paradigma penelitian dari pendekatan normatif menuju pendekatan implementatif.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial semakin dinilai
berdasarkan kualitas pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan, bukan hanya
berdasarkan keberadaan regulasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru, penyediaan
sarana dan prasarana yang aksesibel, pengembangan budaya sekolah yang inklusif, serta
dukungan kelembagaan menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan social (Justin Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi,

Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Khoirin Nisa’ et al., 2024; Rini & Azizah, 2024).
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Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di
Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat integratif. Integrasi antara aksesibilitas
pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dan budaya sekolah menjadi
kerangka konseptual yang memperkuat implementasi kebijakan sosial. Temuan ini
merupakan kontribusi konseptual penelitian dalam menjelaskan bahwa keberhasilan
pemerataan pendidikan tidak ditentukan oleh satu aspek secara terpisah, tetapi oleh sinergi
antardimensi implementasi kebijakan sosial yang bekerja secara berkelanjutan (K. Anwar,

2022; Wahyunengseh, 2011).

Kontribusi Konseptual Penelitian Terhadap Implementasi Kebijakan Sosial dalam
Pendidikan
Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam

pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan regulasi yang menjamin hak
memperoleh pendidikan. Sebaliknya, implementasi kebijakan sosial merupakan proses
multidimensional yang mengintegrasikan aspek regulasi, aksesibilitas pendidikan,
pendidikan inklusif, kompetensi tenaga pendidik, dukungan kelembagaan, dan budaya
sekolah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan (Salehuddin et al.,
2023; Wahyunengseh, 2011; Wirata, 2022).

Hasil analisis bibliometrik memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya
perubahan orientasi penelitian dari pembahasan konseptual menuju kajian implementasi.
Pergeseran ini memperlihatkan bahwa perhatian penelitian tidak lagi berfokus pada
keberadaan kebijakan, tetapi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam praktik
pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sosial ditentukan oleh
kemampuan seluruh komponen pendidikan menerjemahkan regulasi menjadi layanan
pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik (Justin
Niaga Siman Juntak, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati & Sukomardojo, 2023; Rini &
Azizah, 2024).

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam pendidikan merupakan hubungan
yang saling memengaruhi antara aksesibilitas pendidikan, pendidikan inklusif, kompetensi
guru, budaya sekolah, serta dukungan kebijakan pemerintah. Hubungan antardimensi

tersebut membentuk suatu sistem implementasi yang secara bersama-sama berkontribusi
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terhadap tercapainya pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Indonesia (Chairudin,
2023; Khoirin Nisa’ et al., 2024; Syamsiyah & Rizal, 2023).

Kontribusi konseptual penelitian ini memperluas pemahaman mengenai implementasi
kebijakan sosial dengan menempatkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif
sebagai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pemerataan
pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup
diukur dari aspek regulatif, tetapi juga dari integrasi aspek pedagogis, kelembagaan, dan
budaya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 7. Kontribusi Konseptual Penelitian

Dimensi Temuan Penelitian Kontribusi Referensi
Konseptual
Regulasi Menjamin hak Menjadi fondasi Wahyunengseh
memperoleh pendidikan  implementasi (2011); Wirata (2022)
melalui kebijakan kebijakan pendidikan.
sosial.
Aksesibilitas Menjamin kesempatan ~ Memperkuat dimensi ~ Syamsiyah & Rizal
Pendidikan  belajar yang setara pemerataan (2023)
melalui penyediaan pendidikan.
layanan pendidikan.
Pendidikan  Menjamin seluruh Memperkuat dimensi Salehuddin et al.
Inklusif peserta didik keadilan sosial dalam  (2023); Chairudin
memperoleh layanan pendidikan. (2023)
pendidikan tanpa
diskriminasi.
Kompetensi Menentukan kualitas Menjadi penghubung  Justin Niaga Siman
Guru implementasi antara kebijakan dan Juntak et al. (2023);
pembelajaran inklusif. praktik pendidikan. Nurjannah et al.
(2023)
Budaya Mendukung terciptanya Memastikan Khoirin Nisa' et al.
Sekolah lingkungan belajar yang  keberlanjutan (2024)

inklusif dan partisipatif. implementasi
kebijakan sosial.

Pemerataan Merupakan hasil Menjadi luaran M. S. Anwar (2022);
Pendidikan integrasi seluruh konseptual Wahyunengseh
dimensi implementasi implementasi (2011); Wirata (2022)
kebijakan sosial. kebijakan sosial dalam
pendidikan.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan Wahyunengseh (2011); M. S. Anwar (2022);
Wirata (2022); Syamsiyah & Rizal (2023); Chairudin (2023); Justin Niaga Siman Juntak et
al. (2023); Salehuddin et al. (2023); Nurjannah et al. (2023); dan Khoirin Nisa' et al.
(2024).
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam bidang pendidikan
di Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan melalui
penguatan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Aksesibilitas pendidikan
berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kesamaan kesempatan memperoleh layanan
pendidikan melalui dukungan regulasi, penyediaan fasilitas, layanan, teknologi, dan
penghapusan berbagai hambatan bagi seluruh peserta didik. Sementara itu, pendidikan
inklusif merupakan implementasi kebijakan sosial yang menekankan penyelenggaraan
pembelajaran yang menghargai keberagaman melalui penguatan kompetensi guru,
pengembangan kurikulum yang adaptif, budaya sekolah yang inklusif, serta keterlibatan
seluruh pemangku kepentingan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup
kuat dalam mendukung aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif. Namun,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya
penerjemahan kebijakan ke dalam praktik operasional, keterbatasan infrastruktur dan
fasilitas yang ramah disabilitas, belum meratanya kompetensi guru, keterbatasan
modifikasi kurikulum, serta masih adanya stigma sosial dan budaya sekolah yang belum
sepenuhnya inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh
efektivitas pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan.

Analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa perkembangan penelitian mengenai
pendidikan inklusif di Indonesia telah bergeser dari kajian yang bersifat normatif menuju
kajian empiris yang lebih berorientasi pada implementasi, pengalaman peserta didik,
kompetensi guru, strategi pembelajaran, dan berbagai hambatan dalam pelaksanaan
kebijakan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas implementasi menjadi
fokus utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan peserta didik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas pendidikan dan
pendidikan inklusif merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam implementasi
kebijakan sosial untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Oleh karena itu,
efektivitas implementasi kebijakan sosial memerlukan integrasi antara regulasi yang

implementatif, penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan kompetensi pendidik,
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pengembangan kurikulum yang adaptif, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta
transformasi budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Integrasi tersebut menjadi
prasyarat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan

berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.
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